KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
Nomor : 227 /DISDIK TAHUN 2020

SE KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS
upaya peningkatan aksesibilitas

i gal salah satu program prioritas pembangunan nasional,
dirasa perlu menata keberadaan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta

sehingga mempercepat terwujudnya peningkatan akses masyarakat
terhadap pendidikan yang lebih berkualitas:

Menimbang : a. bahwa dan peningkatan muty

. bahwa untuk penataan Sekolah Dasar
Kapuas dengan membentuk, menggaby
nama Sekolah Dasar Negeri dan

Kelurahan/Desa yang sudah Definitif;

Negeri dan Swasta di Kabupaten
ngkan dan atau mengubah nama-
Swasta sesuai dengan nama

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut

diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas tentang

Penetapan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri dan Swasta se
Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repub
1959 Nomor

1820);

Penetapan Undang-
Daerah Tingkat I di
ahun 1953 Nomor 9)

ik Indonesia Tahun
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tent
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

ang Sistem Pendidikan
a Tahun 2003 Nomor 78,
a Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan
Antara Pemerintah Pusat Dan
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Indonesia Nomor 4438);

g Perimbangan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tah
_ un 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indc}nesi.a Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3485);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Perat}nl‘an Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peratulran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014

tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Dearah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

Penetapan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sesuai

dengan Nama Kelurahan/Desa yang sudah Definitif se Kabupaten
Kapuas.

Perubahan nama Sekolah pada Nomor urut 1 sampai dengan 398 dari
semnula dengan nama sebagaimana pada kolom 3 berubah dengan nama
sebagaimana terdapat dalam kolom 4 pada Lampiran yang meru pakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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